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Abstrak

Solusi atas persoalan berulangnya krisis air di Nusa Tenggara Timur (NTT) kerapkali berupa dominasi respons teknokratis baik melalui sumur bor atau embung atau bendungan. Sebagaimana akan diargumentasikan, solusi-solusi tersebut justru kurang mampu memperbaiki akar persoalan rusaknya daerah aliran sungai. Sementara itu, pembacaan air sebagai konfigurasi sosio-politik dalam kerangka wilayah hidrososial yang sedang mekar secara global juga belum diimplementasikan pada kasus air di NTT. Padahal, sejumlah wilayah di NTT masih memiliki tradisi ritualistik adat terkait tata kelola mata air sehingga mempresentasikan kekayaan tata kelola hidrososial. Tujuan makalah ini ialah membaca pertentangan dua wilayah hidrososial yang berbeda dalam tata kelola air yakni antara solusi teknokratis dan solusi tradisional adat lalu mendirikan bangunan kebijakan untuk mengakomodasi keduanya. Metode yang digunakan ialah kualitatif studi kasus komparatif terhadap episode-episode krisis air yang telah terdokumentasi baik secara akademik maupun jurnalistik. Studi tersebut diintegrasikan dengan pemetaan stakeholder serta infrastruktur dari berbagai dokumen resmi lalu dianalisis dalam kacamata kerangka wilayah hidrososial Rutgerd Boelens dan konsep governmentalitas air. Hasil sintesis menunjukkan bahwa inkompetensi solusi teknokratis terjadi karena kekurangan teknis sekaligus karena pengabaian aturan dan sanksi sosial yang telah lama menjaga keberlanjutan sumber air dalam tata kelola adat. Kesimpulannya, kebijakan subnasional tentang iklim dan air patut melibatkan pemangku adat pengelola mata air dalam keanggotaan tetap kelompok kerja perubahan iklim disertai dengan skema pembiayaan kolaboratif untuk revitalisasi sistem hidrososial adat. Kajian lanjutan direkomendasikan untuk membuat pendokumentasian aturan-aturan adat dalam tata kelola air di NTT secara lebih sistematis.
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